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PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA  

                                           NOMOR 5 TAHUN 2023    
TENTANG 

PENYESUAIAN WAKTU KERJA DAN PENGUPAHAN  

PADA PERUSAHAAN INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU  

BERORIENTASI EKSPOR YANG TERDAMPAK  
PERUBAHAN EKONOMI GLOBAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang : a. bahwa dampak perubahan ekonomi global yang 

mengakibatkan penurunan permintaan pasar  
khususnya pada industri padat karya tertentu yang 

berorientasi ekspor, telah mempengaruhi kelangsungan 

bekerja dan kelangsungan berusaha; 

b. bahwa untuk menjaga kelangsungan bekerja dan 

kelangsungan berusaha sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu pengaturan khusus mengenai penyesuaian 

waktu kerja dan pengupahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyesuaian 

Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri 

Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang 

Terdampak Perubahan Ekonomi Global; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

www.peraturan.go.id



2023, No.224 -2- 

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213); 

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 108); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG 

PENYESUAIAN WAKTU KERJA DAN PENGUPAHAN PADA 
PERUSAHAAN INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU 

BERORIENTASI EKSPOR YANG TERDAMPAK PERUBAHAN 

EKONOMI GLOBAL. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan 

menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

2. Perusahaan adalah:  

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau 

tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, 

atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun 

milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh 

dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk 

lain; 

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang 

mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang 

lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam 

bentuk lain. 

3. Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 

pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh 

yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 

perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan 

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan 

dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan 
pelindungan dan mempertahankan kelangsungan bekerja 

Pekerja/Buruh serta menjaga kelangsungan usaha 

Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor 
dari dampak perubahan ekonomi global yang mengakibatkan 

penurunan permintaan pasar.  
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BAB II 
KRITERIA PERUSAHAAN INDUSTRI PADAT KARYA 

TERTENTU BERORIENTASI EKSPOR 

 
Pasal 3 

(1) Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi 

ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki 

kriteria: 

a. Pekerja/Buruh paling sedikit 200 (dua ratus) orang;  

b. persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi 

paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen); dan 

c. produksi bergantung pada permintaan pesanan  dari 

negara Amerika Serikat dan negara di benua Eropa 

yang dibuktikan dengan surat permintaan pesanan. 

(2) Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi 

ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. industri tekstil dan pakaian jadi;  

b. industri alas kaki; 

c. industri kulit dan barang kulit;  

d. industri furnitur; dan 

e. industri mainan anak. 

 

BAB III 

PENYESUAIAN WAKTU KERJA DAN UPAH 
 

Bagian Kesatu 

Umum 

 
Pasal 4 

(1) Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi 

ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan 

Perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha 

akibat perubahan ekonomi global. 

(2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mengakibatkan pengusaha dapat melakukan 

pengaturan waktu kerja yang disesuaikan dengan 

pembayaran Upah. 

(3) Penyesuaian waktu kerja dan upah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mencegah 

terjadinya pemutusan hubungan kerja. 

 

Bagian Kedua 
Penyesuaian Waktu Kerja 

 

Pasal 5 

(1) Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi 

ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat 

melakukan penyesuaian waktu kerja. 

(2) Penyesuaian waktu kerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi waktu kerja 
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yang biasa berlaku di Perusahaan industri padat karya 

tertentu berorientasi ekspor. 

(3) Penyesuaian waktu kerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat dilakukan kurang dari: 

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 

1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 

(satu) minggu; atau 

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) 

jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 

1 (satu) minggu. 

(4) Penyesuaian waktu kerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) diatur dalam kesepakatan antara pengusaha 

dengan Pekerja/Buruh. 

(5) Penyesuaian waktu kerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sampai dengan ayat (4) berlaku selama 6 (enam) 

bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai 

berlaku. 

 

Pasal 6 

Pengurangan jam kerja sebagai akibat dari penyesuaian waktu 
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak 

dapat diperhitungkan sebagai kekurangan untuk waktu kerja 

yang akan diterapkan setelah berakhirnya penyesuaian waktu 
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5). 

 

Bagian Ketiga 
Penyesuaian Upah 

 

Pasal 7 

Pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian Upah pada 
Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor 

yang terdampak perubahan ekonomi global dengan 

memperhatikan kondisi ekonomi nasional serta untuk 
menjaga kelangsungan bekerja dan kelangsungan berusaha. 

 

Pasal 8 

(1) Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi 

ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat 

melakukan penyesuaian besaran Upah Pekerja/Buruh 

dengan ketentuan Upah yang dibayarkan kepada 

Pekerja/Buruh paling sedikit 75% (tujuh puluh lima 

perseratus) dari Upah yang biasa diterima. 

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha 

dengan Pekerja/Buruh. 

(3) Penyesuaian Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung 

sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. 
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BAB IV 
TATA CARA KESEPAKATAN 

 

Pasal 9 

(1) Kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 

8 ayat (2) dapat dilakukan antara pengusaha dengan 

serikat pekerja/serikat buruh di Perusahaan. 

(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara musyawarah dilandasi kekeluargaan, 

transparansi, dan itikad baik. 

(3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 

secara tertulis dan paling sedikit memuat: 

a. penyesuaian waktu kerja; 

b. besaran Upah; dan 

c. jangka waktu berlakunya kesepakatan. 

(4) Jangka waktu berlakunya kesepakatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak melebihi jangka 

waktu penyesuaian waktu kerja dan Upah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (3). 

 
Pasal 10 

(1) Pengusaha menyampaikan hasil kesepakatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepada: 

a. Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat 

Buruh; dan 

b. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota yang 

ditembuskan kepada dinas yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan 

provinsi dan kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 

(2) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan pencatatan 

terhadap hasil kesepakatan. 

(3) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), menyampaikan tanda terima 

bukti pencatatan kepada Pengusaha. 

(4) Pencatatan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) harus disertai dengan bukti pemenuhan kriteria 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). 

 

BAB V 

PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI 
 

Pasal 11 

(1) Pengawasan terhadap penerapan ketentuan dalam 

Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh pengawas 

ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  
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(2) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan 

Menteri ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

pada kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.  

 

BAB VI  

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal 12 

(1) Besaran Upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak 

berlaku sebagai dasar perhitungan iuran dan 

pembayaran manfaat jaminan sosial, kompensasi 

pemutusan hubungan kerja, dan hak-hak lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan hak-

hak Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan nilai Upah terakhir sebelum penyesuaian 

Upah berdasarkan kesepakatan. 

 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 13 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 7 Maret 2023 
 

MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd 

 

IDA FAUZIYAH 
 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 8 Maret 2023 
 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd 

 

ASEP N. MULYANA 
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